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ABSTRAK: Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 menghadapi tantangan 
struktural yang serius, terutama dalam kesenjangan pembiayaan global yang diperkirakan 

mencapai USD 4,2 triliun per tahun serta lemahnya integrasi dimensi etika lingkungan dan 
keadilan sosial dalam kerangka pembangunan konvensional. Penelitian ini menelaah prospek 
dan tantangan industri halal global dalam mengintegrasikan Maqāṣid Sharīʿah sebagai kerangka 

keberlanjutan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini menonjolkan konsep ṭayyib, yaitu 
kebaikan dan kualitas holistik, yang mendukung prinsip keberlanjutan inti SDGs. Kajian dilakukan 

melalui metode kualitatif deskriptif dengan tinjauan literatur sistematis (2019–2025) dan analisis 
doktrinal guna memetakan hubungan normatif antara Maqāṣid Sharīʿah dan dimensi ekonomi, 

sosial, serta lingkungan SDGs. Berdasarkan seleksi terhadap 47 artikel yang memenuhi kriteria 
inklusi dari 312 sumber yang diidentifikasi, hasil analisis menunjukkan bahwa: pertama, sektor 
rantai pasok halal yang menerapkan prinsip ṭayyib secara konsisten terbukti mendukung SDG 12 

dan SDG 15 melalui pengurangan limbah dan peningkatan keterlacakan rantai nilai; kedua, 
instrumen ZISWAF —dengan penghimpunan dana BAZNAS mencapai Rp 32,32 triliun pada 

2023— menunjukkan kapasitas pembiayaan yang terukur untuk SDG 1 dan SDG 10; dan ketiga, 
fragmentasi standar halal global dan lemahnya tata kelola lembaga ZISWAF merupakan 

hambatan struktural utama yang membatasi efektivitas kontribusi tersebut. Penelitian ini 
menegaskan bahwa integrasi Maqāṣid Sharīʿah menawarkan model pembangunan yang etis dan 
berkarakter resiliensi tinggi, namun memerlukan harmonisasi regulasi dan penguatan 

kelembagaan yang sistemik untuk merealisasikan potensinya secara penuh.. 

Kata kunci: Ekonomi Halal; Maqāṣid Sharīʿah; Pembangunan Berkelanjutan; SDGs; Ḥalālan 
Ṭayyiban; ZISWAF 

ABSTRACT: The 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) agenda faces serious structural 
challenges, particularly in the global financing gap estimated at USD 4.2 trillion annually and the 

weak integration of environmental ethics and social justice dimensions within conventional 
development frameworks. This study examines the prospects and challenges of the global halal 
industry in integrating Maqāṣid Sharīʿah as a more comprehensive sustainability framework. This 

approach highlights the concept of ṭayyib, referring to goodness and holistic quality, which 
supports the core sustainability principles of the SDGs. The study employs a descriptive 

qualitative method through a systematic literature review (2019–2025) and doctrinal analysis to 
map the normative relationship between Maqāṣid Sharīʿah and the economic, social, and 
environmental dimensions of the SDGs. Based on the selection of 47 articles meeting inclusion 

criteria from 312 identified sources, the findings indicate that: first, halal supply chain sectors that 
consistently apply ṭayyib principles have demonstrably supported SDG 12 and SDG 15 through 

waste reduction and enhanced value chain traceability; second, ZISWAF instruments —with 
BAZNAS fund collection reaching IDR 32,32 trillion in 2023— demonstrate measurable financing 

capacity for SDG 1 and SDG 10; and third, the fragmentation of global halal standards and weak 
governance of ZISWAF institutions constitute the primary structural barriers limiting the 
effectiveness of these contributions. The study concludes that integrating Maqāṣid Sharīʿah offers 

an ethical development model with high resilience characteristics, but requires systematic 
regulatory harmonization and institutional strengthening to fully realize its potential. 
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1. PENDAHULUAN 

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, dengan 17 tujuannya, 
telah ditetapkan sebagai cetak biru universal untuk mengatasi tantangan kemiskinan, 
ketimpangan, dan krisis iklim yang semakin kompleks di seluruh dunia. Sejak 
diluncurkan pada tahun 2015, SDGs telah menjadi kerangka kerja utama bagi kebijakan 
global dan nasional. Meskipun telah diupayakan secara masif, capaian global 
menghadapi kendala struktural yang serius, terutama terkait pembiayaan yang memadai 
dan pengintegrasian dimensi etis keberlanjutan yang mendalam. Dalam banyak kasus, 
pembangunan berkelanjutan seringkali tereduksi menjadi sekadar kepatuhan regulasi 
dan metrik ekonomi, mengabaikan tuntutan moral dan etika yang seharusnya menjadi 
landasan utama pembangunan yang adil dan merata (Saifuddin et al., 2025). 

Keterbatasan ini bukan sekadar persoalan teknis atau finansial, melainkan 
mencerminkan kegagalan epistemologis yang lebih mendasar: paradigma 
pembangunan konvensional yang berpijak pada rasionalitas instrumental dan nilai-nilai 
sekuler ternyata tidak cukup untuk menggerakkan komitmen moral yang diperlukan 
untuk mencapai transformasi sosial dan ekologis yang dikehendaki SDGs. Keterbatasan 
model pembangunan konvensional ini menuntut pencarian kerangka kerja alternatif 
yang berlandaskan nilai, yang mampu menyuntikkan dimensi moral dan etika yang 
hilang dalam operasionalisasi ekonomi global. Kerangka nilai ini harus menyediakan 
fondasi yang kokoh tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk keadilan 
sosial dan kelestarian ekologis (Nurman et al., 2025). 

Meskipun telah banyak literatur yang membahas peran parsial Ekonomi Syariah 
—terutama keuangan Syariah— terhadap SDGs, analisis yang secara sistematis 
mengintegrasikan kerangka Maqāṣid Sharīʿah sebagai dasar teoritis utama yang 
menghubungkan seluruh klaster industri halal (makanan, kosmetik, pariwisata) dengan 
seluruh dimensi SDGs masih terbatas (Sulaeman & Ahmad Hasan, 2023). Lebih spesifik 
lagi, studi-studi terdahulu menghadapi tiga kelemahan mendasar yang belum teratasi: 
pertama, mereka cenderung membahas instrumen ZISWAF atau rantai pasok halal 
secara terpisah tanpa membangun keterkaitan sistemik di antara keduanya dalam satu 
kerangka Maqāṣid yang utuh; kedua, hubungan antara prinsip ṭayyib dan indikator SDGs 
spesifik masih bersifat asertif tanpa didukung verifikasi empiris yang memadai; dan 
ketiga, tidak ada upaya untuk mengoperasionalkan Maqāṣid Sharīʿah Index (MSI) 
sebagai alat ukur kinerja keberlanjutan di sektor halal non-keuangan. Penelitian 
sebelumnya telah menunjukkan bahwa pendekatan doktrinal penting untuk 
menganalisis hubungan antara industri halal, Maqāṣid Sharīʿah, dan pembangunan 
berkelanjutan (Setiadi, 2025), namun pendekatan tersebut belum diintegrasikan secara 
sistematis dengan data empiris industri yang terverifikasi. 

Dalam konteks pencarian model pembangunan berbasis nilai, Ekonomi Halal 
telah bertransformasi dari sektor niche menjadi sektor strategis yang signifikan di pasar 
global, melampaui batasan geografis negara-negara mayoritas Muslim (Almas et al., 
2024). Nilai pasar global industri halal menunjukkan potensi pertumbuhan yang masif, 
dengan perkiraan mencapai USD 2,8 triliun pada tahun 2025 (DinarStandard, 2025). 
Potensi ekonomi ini mencakup berbagai klaster, mulai dari makanan dan minuman, 
pariwisata, fashion, farmasi, kosmetik, hingga keuangan syariah.    

Pertumbuhan ini didorong oleh dua faktor utama: peningkatan populasi Muslim 
global dan meningkatnya kesadaran konsumen, baik Muslim maupun non-Muslim, 
terhadap standar etika, kualitas, dan keamanan produk (Jauhari, 2024). Indonesia, 
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sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, secara aktif memposisikan 
diri sebagai pusat halal global (Global Halal Hub). Ambisi ini merupakan narasi yang 
lebih luas mengenai potensi industri halal untuk tidak hanya meningkatkan ekspor dan 
daya saing ekonomi, tetapi juga untuk membentuk perekonomian nasional yang inklusif, 
menciptakan lapangan kerja, dan secara bermakna berkontribusi pada masa depan 
yang lebih berkelanjutan (Jailani, 2024). Ini menggeser persepsi industri halal dari 
sekadar kewajiban agama menjadi alat pembangunan makroekonomi yang mendukung 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) 
(Almas et al., 2024).    

Industri halal, sesuai definisi syariah, menuntut adanya dimensi ganda: ḥalālan 
(diperbolehkan atau kepatuhan ritual) dan ṭayyib (baik, murni, aman, etis, dan 
berkualitas) (Busari & Sitiris, 2021). Secara historis, fokus utama industri ini seringkali 
terkonsentrasi pada dimensi ḥalālan. Namun, kesadaran konsumen yang terus 
meningkat, ditambah dengan isu-isu global tentang lingkungan dan kesehatan, telah 
mendorong penekanan yang semakin kuat pada dimensi ṭayyib.    

Ṭayyib bukan sekadar label tambahan; ia menuntut integritas produk dari bahan 
baku, proses produksi, penyimpanan, hingga konsumsi, mencakup etika hewani, 
sumber daya yang bersih, dan keadilan dalam transaksi (Haro, Judijanto, Tantriadisti, et 
al., 2026). Prinsip ini secara inheren mencakup prasyarat kesehatan, lingkungan, sosial, 
dan ekonomi yang merupakan jantung dari pembangunan berkelanjutan (Rohmah et al., 
2021). Dalam implementasi operasionalnya, ṭayyib menuntut rantai pasok yang bersih, 
manajemen limbah yang bertanggung jawab, dan transparansi, yang secara otomatis 
menyelaraskan Halal dengan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan) dan SDG 
3 (Kesehatan yang Baik) (Saifuddin et al., 2024). 

Dimensi etika yang termaktub dalam ṭayyib berfungsi sebagai pembeda etis di 
pasar global. Pertumbuhan industri halal di negara-negara non-Muslim, seperti 
Singapura yang menempati peringkat pertama dalam Halal Pharma & Cosmetics dan 
Belgia yang menonjol di sektor kosmetik halal (Salma Juwita, 2025), menunjukkan 
bahwa nilai Ṭayyib, yang mencakup keamanan, etika, dan kualitas tinggi, menarik 
konsumen secara universal. Hal ini menyiratkan bahwa standar Halal dapat berfungsi 
sebagai standar mutu global yang mengintegrasikan etika dan keberlanjutan yang 
mungkin lebih ketat daripada beberapa standar sekuler. Halal, melalui tuntutan ṭayyib, 
bertransformasi menjadi premium sustainability standard yang dapat mempercepat 
pencapaian SDGs (Haro, Judijanto, Jumiono, et al., 2026). 

Berdasarkan identifikasi kesenjangan literatur di atas, penelitian ini dirumuskan 
untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian (research questions) berikut: RQ1: 
Bagaimana kerangka Maqāṣid Sharīʿah dan prinsip Ḥalālan Ṭayyiban dapat 
dioperasionalkan sebagai katalisator yang efektif bagi pencapaian SDGs secara holistik, 
dan melalui mekanisme kausal apa hubungan tersebut bekerja? RQ2: Apa saja 
tantangan struktural dan hambatan implementasi yang secara spesifik membatasi 
kontribusi instrumen ZISWAF dan rantai pasok halal terhadap pencapaian SDGs sosial-
ekonomi dan lingkungan? RQ3: Inovasi strategis apa yang diperlukan—baik pada level 
regulasi, kelembagaan, maupun teknologi—untuk mengoptimalkan peran Ekonomi Halal 
Global dalam agenda keberlanjutan 2030?.  

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif bagaimana 
kerangka Maqāṣid Sharīʿah dan prinsip Ḥalālan Ṭayyiban dapat menjadi katalisator yang 
efektif bagi pencapaian SDGs secara holistik. Penelitian ini juga bertujuan memaparkan 
tantangan implementasi dan peluang inovasi strategis dalam konteks operasional 
industri halal global terkini, menggunakan data dan kajian bereputasi yang diterbitkan 
antara tahun 2019 hingga 2025. 
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2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini mengadopsi desain kualitatif deskriptif, yang berfokus pada analisis 
doktrinal dan tinjauan literatur sistematis (systematic literature review). Pendekatan 
kualitatif ini dipilih karena relevan untuk menginterpretasikan hubungan konseptual dan 
normatif antara prinsip-prinsip Islam dengan tujuan pembangunan kontemporer (H. 
Ismail, 2025).  

Penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan metodologis secara 
komplementer. Pertama, analisis doktrinal (doctrinal analysis), yang berakar pada kajian 
uṣūl al-fiqh, digunakan untuk membangun landasan teoretis yang menghubungkan lima 
tujuan primer Maqāṣid Sharīʿah dengan dimensi operasional SDGs. Secara 
epistemologis, analisis doktrinal dalam konteks ini beroperasi melalui tiga tahapan: (a) 
identifikasi dan interpretasi nash primer (Al-Qur'an dan Hadits) yang relevan dengan 
tema keberlanjutan; (b) penelusuran pendapat ulama dan sarjana hukum Islam 
kontemporer mengenai aplikasi Maqāṣid Sharīʿah dalam konteks ekonomi modern; dan 
(c) deduksi prinsip-prinsip operasional yang dapat dipetakan ke dalam indikator SDGs 
yang terukur. Pendekatan ini memungkinkan perumusan kerangka konseptual yang 
kokoh mengenai kontribusi industri halal terhadap keberlanjutan holistik (Jailani, 2024). 
Kedua, tinjauan literatur sistematis (SLR) digunakan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, 
dan mensintesis bukti empiris dari literatur ilmiah bereputasi guna memverifikasi dan 
memperkuat konstruk teoritis yang dibangun melalui analisis doktrinal. Integrasi kedua 
pendekatan ini bersifat sekuensial: analisis doktrinal menghasilkan kerangka konseptual 
normatif, yang kemudian diuji kesesuaiannya dengan temuan empiris melalui SLR. 

Seleksi literatur dilakukan dengan mengadaptasi protokol PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) untuk memastikan 
transparansi, objektivitas, dan reprodusibilitas proses penelitian. Berdasarkan prosedur 
seleksi literatur yang mengadaptasi protokol PRISMA, tahap pertama yaitu identifikasi 
menghasilkan 312 artikel yang diperoleh melalui pencarian pada basis data Scopus, 
Web of Science, Google Scholar, serta jurnal terindeks Sinta 1–2. Proses pencarian 
dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu 
“Maqasid Shariah”, “halal economy”, “SDGs”, “ZISWAF”, “halal supply chain”, “Islamic 
philanthropy”, dan “sustainable development”. Tahap ini bertujuan untuk menghimpun 
sebanyak mungkin literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema integrasi ekonomi 
halal, Maqāṣid sharī‘ah, dan pembangunan berkelanjutan. 

Pada tahap penyaringan (screening), seluruh artikel yang teridentifikasi kemudian 
diseleksi berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak dengan topik penelitian, disertai 
dengan penghapusan artikel duplikat. Dari total 312 artikel, proses ini menyisakan 189 
artikel yang dinilai memiliki relevansi awal terhadap fokus kajian. Dengan demikian, 
sebanyak 123 artikel dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria dasar atau terdeteksi 
sebagai duplikasi. 

Selanjutnya, pada tahap kelayakan (eligibility), dilakukan pembacaan teks 
lengkap terhadap 189 artikel tersebut untuk menilai kesesuaian substansi, kedalaman 
pembahasan, serta kualitas metodologis masing-masing penelitian. Evaluasi ini 
menghasilkan 63 artikel yang memenuhi syarat kelayakan untuk dianalisis lebih lanjut, 
sementara 126 artikel lainnya dikeluarkan karena tidak memenuhi standar relevansi atau 
kualitas metodologis yang ditetapkan. 

Pada tahap akhir, yaitu inklusi, dilakukan seleksi lanjutan terhadap artikel yang 
telah lolos tahap kelayakan berdasarkan kesesuaian penuh dengan seluruh kriteria 
inklusi penelitian. Hasilnya, sebanyak 47 artikel ditetapkan sebagai literatur final yang 
digunakan dalam proses sintesis dan analisis penelitian. Artikel-artikel inilah yang 
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menjadi dasar utama dalam merumuskan temuan, analisis komparatif, dan konstruksi 
konseptual penelitian. Proses seleksi yang sistematis ini menunjukkan adanya 
penyaringan yang ketat guna memastikan bahwa literatur yang digunakan benar-benar 
relevan, kredibel, dan mendukung validitas hasil penelitian. Berikut adalah alur seleksi 
literatur yang diterapkan: 

 

Gambar 1. Diagram Alur Seleksi Literatur (Adaptasi PRISMA) 
 

Sumber data primer dalam kajian ini adalah nash-nash Al-Qur'an dan Hadits yang 
berkaitan dengan perintah untuk menjaga keadilan, larangan fasād (kerusakan), dan 
prinsip-prinsip etika sosial dan lingkungan Islam. Sumber data sekunder melibatkan 
publikasi ilmiah bereputasi, termasuk jurnal-jurnal yang terindeks (seperti Scopus), 
laporan industri dari lembaga-lembaga global seperti DinarStandard dan BAZNAS, serta 
makalah teknis yang diterbitkan dalam rentang waktu 2019 hingga 2025. Fokus literatur 
adalah pada karya yang membahas secara eksplisit integrasi antara SDGs, Ekonomi 
Halal, Maqāṣid Sharīʿah, Rantai Pasok Halal, dan instrumen Keuangan Sosial Islam 
(ZISWAF). 

Teknik analisis data utama yang diterapkan adalah analisis isi (content analysis) 
dan sintesis doktrinal. Analisis isi diterapkan pada literatur sekunder untuk 
mengidentifikasi tren pertumbuhan industri halal, tema-tema kunci integrasi dengan 
SDGs, tantangan operasional, serta peluang yang muncul (Wahyu, 2025). Sintesis 
doktrinal digunakan untuk memetakan secara sistematis tujuan-tujuan Maqāṣid Sharīʿah 
(misalnya, Hifz al-Nafs, Hifz al-Māl) ke dalam tujuan-tujuan SDGs yang spesifik 
(misalnya, SDG 3, SDG 8). Dengan membangun alur logika yang jelas, mulai dari 
landasan normatif (nash) hingga aplikasi operasional (industri), penelitian ini dapat 
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direproduksi, didukung oleh identifikasi sumber rujukan yang transparan, sesuai dengan 
tuntutan metodologi penelitian kualitatif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Fondasi Doktrinal: Maqāṣid Sharīʿah sebagai Kerangka Keberlanjutan Holistik 

Prinsip Ḥalālan Ṭayyiban merupakan landasan fundamental dalam Ekonomi Halal 
yang menawarkan dimensi etis yang mendalam terhadap pembangunan berkelanjutan. 
Konsep Halal dan Ṭayyib tidak dapat dipisahkan; Halal mencakup kepatuhan ritual, 
sedangkan Ṭayyib menuntut integritas, kebersihan, kualitas, dan etika produk di seluruh 
rantai nilai (Pranata & Masyhuri, 2025). Penekanan pada ṭayyib secara otomatis 
memaksa bisnis berbasis Syariah untuk menjamin keseimbangan ekologis, termasuk 
penggunaan energi terbarukan, manajemen limbah yang efektif, dan pengurangan jejak 
karbon (Wijaya, 2025).    

Prinsip ṭayyib secara inheren mendukung SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan 
Kesejahteraan) melalui jaminan keamanan pangan dan kualitas produk farmasi serta 
kosmetik. Lebih jauh, ṭayyib mendorong SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang 
Bertanggung Jawab) karena menuntut standar etika dan lingkungan yang tinggi dalam 
setiap tahapan produksi. Komitmen terhadap ṭayyib berarti komitmen terhadap 
keberlanjutan, mengubah Halal dari sekadar label agama menjadi simbol kualitas dan 
integritas ekologis (Abas et al., 2025). 

Maqāṣid Sharīʿah (MS) adalah kerangka tujuan Syariah yang bertujuan mencapai 
kesejahteraan holistik (maslāḥah) bagi individu dan masyarakat, sejalan dengan visi 
pembangunan berkelanjutan yang mencakup keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, 
dan perlindungan lingkungan (Sulaeman & Ahmad Hasan, 2023). Lima tujuan primer MS 
-pemeliharaan agama (Hifz al-Dīn), jiwa (Hifz al-Nafs), akal (Hifz al-’Aql), keturunan (Hifz 
al-Nasl), dan harta (Hifz al-Māl)- secara langsung memberikan panduan normatif yang 
komprehensif untuk mencapai SDGs (Haq & Wahab, 2019).    

Dengan memetakan tujuan-tujuan ini, Ekonomi Halal Global dapat bergerak 
melampaui kepatuhan ritual menuju pembangunan yang berfokus pada dampak 
(impact-driven). Misalnya, Hifz al-Nafs terkait erat dengan jaminan keamanan pangan 
dan kesehatan (SDG 2 dan 3), sementara Hifz al-Māl menuntut distribusi kekayaan yang 
adil dan inklusi ekonomi (SDG 1, 8, dan 10) (Saifuddin et al., 2025). Kerangka MS 
menyediakan dasar teoritis yang kuat untuk mengukur keberhasilan pembangunan Halal 
dalam konteks global. 

Tabel 1. Korelasi Maqāṣid Sharīʿah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs) 

Maqāṣid Sharīʿah 

(Tujuan Primer) 

Fokus 

Pembangunan 

Islam 

Dimensi 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

Contoh SDGs Relevan 

Hifz al-Dīn 

(Pemeliharaan 

Agama) 

Kepatuhan Etika, 

Standar Halal yang 

Holistik 

Sosial, Budaya, 

Tata Kelola 

SDG 16 (Institusi Kuat), 

SDG 17 (Kemitraan) 

Hifz al-Nafs 

(Pemeliharaan 

Jiwa/Kehidupan) 

Kesehatan, 

Keamanan Pangan, 

Kesejahteraan 

Sosial, Kesehatan, 

Lingkungan 

SDG 2 (Tanpa Kelaparan), 

SDG 3 (Kesehatan yang 

Baik) 

https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya


Jurnal Sahmiyya | P-ISSN : 2963-2986  E-ISSN : 2963-8100 

7  
Vol. 5 No. 1 (2026) 

Available online at https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya 

Hifz al-’Aql 

(Pemeliharaan Akal) 

Pendidikan, Literasi 

Keuangan, Inovasi 

Sosial, Ekonomi SDG 4 (Pendidikan 

Berkualitas) 

Hifz al-Nasl 

(Pemeliharaan 

Keturunan) 

Keluarga, 

Lingkungan Hidup 

yang Aman dan 

Bersih 

Sosial, Lingkungan SDG 5 (Kesetaraan 

Gender), SDG 15 

(Ekosistem Darat) 

Hifz al-Māl 

(Pemeliharaan 

Harta) 

Keadilan Ekonomi, 

Distribusi Kekayaan 

Inklusif 

Ekonomi Inklusif, 

Keuangan 

SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), 

SDG 8 (Pekerjaan Layak), 

SDG 10 (Mengurangi 

Ketimpangan) (Saifuddin et 

al., 2025) 
 

 

Tuntutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam adalah inti 
dari ajaran Islam, yang ditegaskan melalui larangan tegas untuk tidak membuat 
kerusakan di muka bumi (fasād). Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 205: "Dan 
apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta 
merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan." Ayat ini 
secara eksplisit mengkriminalisasi fasād, termasuk penghancuran al-ḥarṡ (tanam-
tanaman) dan al-nasl (ternak/keturunan), yang secara langsung merupakan manifesto 
untuk menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan ekologis (SDG 2 dan 15). 
Kerusakan ini mencakup polusi, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, dan 
manajemen limbah yang tidak bertanggung jawab (Manik & Rambe, 2024).  

Penting untuk dicatat bahwa klaim bahwa ṭayyib "secara otomatis" menyelaraskan 
Halal dengan SDG 12 dan SDG 15 memerlukan nuansa kritis: penyelarasan ini bersifat 
potensial dan normatif, bukan otomatis dalam arti mekanistis. Sejumlah studi empiris 
menunjukkan bahwa industri yang telah tersertifikasi halal pun masih dapat 
menghasilkan limbah produksi yang tidak dikelola secara bertanggung jawab apabila 
pengawasan rantai pasok tidak konsisten (Alourani & Khan, 2024). Artinya, prinsip ṭayyib 
memberikan mandat normatif yang kuat, tetapi realisasinya bergantung pada sistem tata 
kelola dan pengawasan yang efektif—sebuah kondisi yang belum terpenuhi secara 
merata di industri halal global saat ini. 

Dalam konteks operasional, larangan fasād memberikan kerangka hukum dan 
moral yang mendalam bagi industri halal, menuntut tanggung jawab yang lebih ketat 
daripada sekadar kepatuhan regulasi lingkungan konvensional (Saifuddin et al., 2024). 
Implikasinya, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi industri halal 
tidak hanya merusak citra, tetapi dianggap melanggar prinsip dasar syariah (Saifuddin 
et al., 2024). Hal ini menempatkan adopsi praktik industri hijau, seperti ekonomi sirkular, 
sebagai kewajiban agama, bukan hanya pilihan bisnis. 

Selanjutnya, Q.S. Al-A’raf: 58 memberikan analogi konseptual: "Dan negeri yang 
baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Tuhan; dan negeri yang jelek, 
tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana." Ayat ini menyiratkan bahwa 
keberlanjutan materi (tanah yang subur) erat kaitannya dengan kualitas spiritual dan 
kepatuhan etis (bi'idzni Rabbih). Ini menggarisbawahi perlunya integritas ṭayyib dalam 
semua aspek pengelolaan sumber daya alam. 

Meskipun kerangka Maqāṣid Sharīʿah telah mapan secara doktrinal, 
implementasinya memerlukan alat ukur yang objektif. Keberhasilan integrasi MS-SDGs 
bergantung pada kemampuan untuk mengukur dampak nyata. Studi di sektor keuangan 
syariah telah menekankan pentingnya realisasi Maqāṣid Sharīʿah Index (MSI) untuk 
mengevaluasi kinerja dan keberlanjutan (Putra & Juniwati, 2024).    
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Prinsip ini harus diperluas ke seluruh sektor Ekonomi Halal Global non-keuangan. 
Pengembangan MSI yang spesifik akan memungkinkan perusahaan mengukur 
kinerja ṭayyib mereka dalam hal pengelolaan rantai pasok, dampak sosial, dan 
kepatuhan lingkungan (Syukriah et al., 2025). Proses ini mentransformasi Maqāṣid 
Sharīʿah dari sekadar kerangka teoritis menjadi alat manajemen kinerja yang akuntabel. 
Standar Halal yang diukur berdasarkan MSI akan menjadi standar keberlanjutan yang 
holistik, menyediakan tolok ukur yang komprehensif bagi investor, konsumen, dan 
regulator yang peduli terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) 
(Saifuddin et al., 2024). 

3.2. Optimalisasi Keuangan Sosial Islam (ZISWAF) untuk SDGs Sosial dan 

Ekonomi (SDGs 1, 10) 

Instrumen Keuangan Sosial Islam, yang terdiri dari Zakat, Infak, Sedekah, dan 
Wakaf (ZISWAF), memainkan peran yang sangat vital dalam mendukung pencapaian 
SDGs sosial, khususnya SDG 1 (Mengakhiri Kemiskinan) dan SDG 10 (Mengurangi 
Ketimpangan) (Saifuddin et al., 2025). Berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits, 
filantropi Islam bertujuan mengurangi ketidaksetaraan sosial melalui sistem distribusi 
yang berbasis keadilan. 

Data terkini menunjukkan potensi finansial yang besar dari ZISWAF. Di Indonesia, 
penghimpunan dana oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilaporkan mencapai 
Rp 32,32 triliun pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan sebesar 43.74% dari 
tahun 2022 (BAZNAS, 2023). Pertumbuhan signifikan ini mengindikasikan bahwa 
ZISWAF adalah sumber daya yang stabil dan berlimpah (Muqorobin & Urrosyidin, 2023). 
Meskipun demikian, perlu dicatat secara kritis bahwa angka penghimpunan yang besar 
ini belum berbanding lurus dengan dampak pengentasan kemiskinan yang terukur 
secara sistematis; kesenjangan antara potensi penghimpunan dan efektivitas distribusi 
produktif masih menjadi tantangan mendasar yang belum terselesaikan dalam tata 
kelola ZISWAF di Indonesia. Stabilitas sumber daya ini menempatkan ZISWAF sebagai 
mitra utama dalam mencapai SDG 17 (Kemitraan untuk Tujuan) dan menjadikannya 
solusi pembiayaan alternatif yang resilien terhadap ketidakpastian dan krisis ekonomi 
global, berbeda dengan bantuan konvensional yang seringkali fluktuatif (Othman & 
Yusuff, 2025).    

Pengelolaan ZISWAF yang efektif harus bergerak dari model distribusi konsumtif 
murni ke model produktif. ZISWAF memiliki fungsi ganda: sebagai fungsi distribusi sosial 
dan sebagai fungsi kontrol aset komunitas, mendorong kesejahteraan sosial dan 
ekonomi (Muqorobin & Urrosyidin, 2023).    

Model Zakat Produktif berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustaḥiq 
(penerima zakat) melalui pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan (Mardiana 
& Lihawa, 2018). Program ini secara langsung berorientasi pada sektor Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di industri halal. Dengan memberikan aset 
dan modal kerja yang berkelanjutan, zakat produktif meningkatkan daya beli, 
menciptakan pekerjaan layak (SDG 8), dan mengeluarkan penerima dari lingkaran 
kemiskinan (SDG 1) (Arif & Nurzansyah, 2020).    

Sementara itu, Wakaf, khususnya Wakaf Tunai/Uang, memiliki peran strategis 
sebagai instrumen pendanaan jangka panjang (Ulum, 2022). Dana wakaf dapat 
digunakan untuk membangun atau memelihara aset sosial, seperti sekolah (SDG 4), 
klinik kesehatan (SDG 3), atau sistem air bersih (SDG 6) secara berkelanjutan (Fuadi, 
2018). Penggunaan wakaf yang kreatif, misalnya dalam bentuk wakaf modal ventura 
untuk startup halal, akan memperluas dampaknya terhadap inovasi dan pembangunan 
(Muslimin et al., 2022).    
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Tabel 2. Mekanisme Kontribusi Filantropi Islam (ZISWAF) terhadap SDGs Prioritas 

Instrumen 

ZISWAF 

Tujuan 

Maqāṣid 

(Fokus) 

Mekanisme Operasional & 

Dampak 

SDGs yang Didukung 

Zakat 

Produktif 

Hifz al-Māl, 

Hifz al-Nafs 

Pembiayaan modal UMKM Halal, 

pelatihan, dan pendampingan 

usaha. Menciptakan pendapatan 

berkelanjutan dan mengurangi 

ketergantungan. 

SDG 1 (Kemiskinan), 

SDG 8 (Pekerjaan 

Layak), SDG 2 

(Ketahanan Pangan) 

Wakaf 

Tunai/Uang 

Hifz al-’Aql, 

Hifz al-Nafs 

Pendanaan aset infrastruktur 

sosial (pendidikan dan kesehatan) 

atau modal ventura. Memastikan 

ketersediaan layanan dasar 

jangka panjang. 

SDG 3 (Kesehatan), 

SDG 4 (Pendidikan), 

SDG 6 (Air Bersih) 

Infak/Sedekah Hifz al-Māl 

(Distribusi), 

Hifz al-Nafs 

Jaring pengaman sosial, bantuan 

kemanusiaan cepat, pemenuhan 

kebutuhan dasar. Mengurangi 

kerentanan akut dan ketimpangan. 

SDG 10 (Ketimpangan), 

SDG 1 (Jaminan Sosial) 

 

Meskipun potensi dana ZISWAF besar, optimalisasi dampaknya terhadap SDGs 
masih dihadapkan pada beberapa tantangan (Madjakusumah et al., 2020). Tantangan 
utama mencakup rendahnya literasi zakat di masyarakat, minimnya inovasi program 
berbasis teknologi untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, dan belum 
meratanya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola di beberapa wilayah 
(Aswari & Salle, 2023).    

Untuk memaksimalkan dampak pada SDGs, kunci keberhasilan ZISWAF terletak 
pada integrasi vertikal dan horizontal (Luntajo & Hasan, 2023). Integrasi vertikal 
melibatkan efisiensi dalam rantai pengumpulan hingga distribusi produktif, didukung oleh 
penguatan kebijakan tata kelola nasional dan digitalisasi (Amirya & Irianto, 2023). 
Sementara itu, integrasi horizontal menuntut sinergi antara lembaga filantropi dengan 
sektor swasta, khususnya industri halal. Sebagai contoh, dana wakaf dapat 
dimanfaatkan untuk membangun fasilitas produksi dan pemrosesan halal yang ramah 
lingkungan, yang kemudian dapat dikelola oleh UMKM yang menerima bantuan zakat 
produktif, sehingga tercipta ekosistem Halal yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan 
secara ekonomi dan social (Sayuta et al., 2022). 

3.3. Rantai Pasok Halal (HSC) Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Lingkungan 

(SDGs 12, 13, 15) 

Prinsip ṭayyib dalam Ekonomi Halal menuntut integritas etika dan kualitas produk 
di seluruh Rantai Pasok Halal (HSC), mulai dari perolehan bahan baku, logistik, hingga 
distribusi (Salisu et al., 2025). Untuk memenuhi tuntutan ṭayyib dalam keberlanjutan 
modern, integrasi HSC dengan prinsip Ekonomi Sirkular (CE) menjadi sangat 
penting.  Ekonomi Sirkular menekankan pada pengurangan limbah, daur ulang, dan 
penggunaan sumber daya secara efisien (Listyadewi, 2023). Penerapan CE dalam HSC, 
yang didorong oleh standar ṭayyib, secara langsung mendukung SDG 12 (Konsumsi dan 
Produksi Berkelanjutan) dan SDG 13 (Aksi Iklim) dengan meminimalkan limbah produksi 
dan jejak karbon (M. Ismail et al., 2025). Produk halal berbasis industri hijau yang 
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mengadopsi prinsip ini, menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan sumber daya 
alam yang lebih efisien, sekaligus menarik minat konsumen global yang semakin peduli 
terhadap isu keberlanjutan ekologis. 

Industri halal telah berdiversifikasi ke berbagai klaster. Klaster makanan dan 
minuman halal adalah yang terbesar (Alourani & Khan, 2024). Dalam klaster ini, 
kepatuhan ṭayyib menjamin keamanan pangan dan kualitas gizi, berkontribusi pada 
SDG 2 (Mengakhiri Kelaparan) dan SDG 3 (Kesehatan) (Saifuddin et al., 2025).  

Di sektor farmasi dan kosmetik, dimensi ṭayyib menawarkan kerangka etika yang 
unik. Tren global telah menunjukkan peningkatan permintaan akan kosmetik Vegan dan 
Cruelty-Free, yang menekankan etika hewani dan keberlanjutan lingkungan (W. Warto 
& Samsuri, 2020). Penting untuk dipahami bahwa, meskipun produk Vegan (berbasis 
nabati) memenuhi etika hewani tertentu, produk tersebut tidak secara otomatis 
dikategorikan sebagai Halal. Sertifikasi Halal memastikan integritas bahan baku dari 
kontaminan yang dilarang Syariah (misalnya alkohol, atau proses yang tidak sesuai), 
memberikan lapisan jaminan ganda yang holistik, mencakup etika hewani, kesehatan 
konsumen, dan kepatuhan spiritual (A. S. Warto & Arif, 2020). Dengan demikian, Halal 
Certification Body (LPPOM MUI di Indonesia, misalnya) berfungsi sebagai auditor 
keberlanjutan yang mengintegrasikan persyaratan etika ganda. 

Klaster pariwisata halal telah berkembang pesat dan berfungsi sebagai alat 
penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif, terutama di tingkat komunitas lokal. 
Pengembangan wisata halal berfokus pada penyediaan layanan yang ramah Muslim 
(makanan, fasilitas ibadah) sambil tetap melestarikan aset budaya dan lingkungan 
setempat (Saifuddin et al., 2024). Keberhasilan pariwisata halal bergantung pada 
penguatan kerjasama segitiga antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat 
setempat. Kolaborasi yang baik ini memastikan bahwa pengembangan wisata halal 
berjalan lancar, meningkatkan pendapatan, dan memberdayakan komunitas 
lokal. Model ini secara efektif mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan 
Ekonomi) dan SDG 17 (Kemitraan), karena memastikan bahwa manfaat ekonomi dari 
pariwisata didistribusikan secara adil dan berkelanjutan di daerah tujuan wisata 
(Saifuddin et al., 2025).    

Sertifikasi halal semakin berkembang dari sekadar label kepatuhan konsumen 
menjadi mekanisme tata kelola rantai pasok yang komprehensif. Untuk mencapai 
standar Halal-Ṭayyib, industri memerlukan transparansi dan keterlacakan yang tinggi di 
seluruh HSC (Saifuddin, 2025). Ketika HSC diintegrasikan dengan Ekonomi Sirkular, 
sertifikasi Halal bertindak sebagai auditor keberlanjutan yang kuat. 

Pelanggaran terhadap prinsip Ṭayyib —seperti pengelolaan limbah yang buruk, 
eksploitasi sumber daya yang tidak etis, atau ketidakadilan sosial di sepanjang rantai 
pasok— dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar halal. Hal ini dapat 
berimplikasi pada penarikan sertifikasi. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi alat tata 
kelola yang efektif untuk memastikan kepatuhan lingkungan dan sosial (mendukung 
SDG 12 dan SDG 16) (Alourani & Khan, 2024). 

Selain itu, diversifikasi klaster halal, termasuk munculnya klaster energi 
terbarukan halal dan media rekreasi halal, membuktikan bahwa nilai-nilai Halal meluas 
melampaui produk fisik (Shariff et al., 2024). Halal membentuk ekosistem nilai yang 
mendukung seluruh aspek kehidupan berkelanjutan (SDG 7, SDG 4, dan pembangunan 
hukum yang adil) (Sulaeman & Ahmad Hasan, 2023). 
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3.4. Kemitraan Strategis dan Tantangan Regulasi (SDG 17) 

Pemanfaatan penuh potensi Ekonomi Halal untuk mencapai SDGs memerlukan 
penguatan Kemitraan Global (SDG 17) (Qadir et al., 2025). Sinergi antara pemangku 
kepentingan, yang mencakup regulator, sektor swasta, dan lembaga filantropi, adalah 
prasyarat untuk menciptakan ekosistem halal yang terintegrasi dan berdaya saing global 
(Jailani, 2024). 

Meskipun Ekonomi Syariah Indonesia telah menunjukkan posisi yang kuat secara 
global —dengan laporan yang menempatkannya di peringkat tiga dalam ekonomi 
syariah global— terdapat kesenjangan antara potensi makro dan implementasi 
operasional (Rizki et al., 2023). Analisis menunjukkan bahwa tantangan utama yang 
dihadapi adalah regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, rendahnya literasi publik 
tentang ekonomi syariah, dan keterbatasan infrastruktur yang menghambat akses ke 
layanan halal, terutama di daerah terpencil (Rahma & Phahlevy, 2024). 

Secara lebih kritis, tantangan regulasi halal di Indonesia dan di tingkat global 
bukan sekadar masalah teknis standardisasi, melainkan mencerminkan ketegangan 
yang lebih mendasar antara kepentingan nasional negara-negara penghasil dan 
pengimpor produk halal, perbedaan mazhab fiqih yang memengaruhi interpretasi 
kehalalan, serta persaingan geopolitik dalam memperebutkan otoritas sertifikasi halal 
global. Tanpa penyelesaian ketegangan-ketegangan struktural ini, upaya harmonisasi 
standar Halal-Ṭayyib global akan terus menghadapi resistensi yang bersifat institusional, 
bukan hanya teknis. 

Untuk mengatasi kendala ini, kemitraan strategis harus fokus pada tiga agenda 
yang saling berkaitan dan terukur. Pertama, penguatan peran regulator (seperti BPJPH) 
dalam memastikan standardisasi global Halal-Ṭayyib, termasuk melalui partisipasi aktif 
dalam forum internasional seperti OIC-SMIIC (Standards and Metrology Institute for 
Islamic Countries) guna mendorong harmonisasi standar yang saling diakui (mutual 
recognition) (Ahmad et al., 2023). Kedua, inovasi dan digitalisasi rantai pasok halal yang 
dilakukan sektor swasta, khususnya melalui adopsi teknologi blockchain untuk 
keterlacakan halal yang transparan dan terverifikasi—sebuah investasi yang secara 
empiris terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi risiko 
pemalsuan produk halal (Irfany & Rusydiana, 2022). Ketiga, penguatan tata kelola 
lembaga filantropi ZISWAF untuk menjamin akuntabilitas dana dalam mendanai proyek-
proyek SDGs secara transparan, termasuk melalui penerapan sistem pelaporan dampak 
sosial yang terstandarisasi dan dapat diaudit secara independen (Zulkifli & Yusuf, 2023). 
Resolusi tantangan regulasi dan infrastruktur ini sangat penting untuk memanfaatkan 
sepenuhnya potensi Halal sebagai katalisator pencapaian SDGs. 

4. KESIMPULAN 

Ekonomi Halal Global, yang dimandatkan oleh kerangka etika komprehensif 
Maqāṣid Sharīʿah dan prinsip operasional Ḥalālan Ṭayyiban, menawarkan model 
pembangunan berkelanjutan yang unik, etis, dan holistik, yang efektif menjembatani 
dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditekankan oleh SDGs. Secara ekonomi, 
Halal mendorong pertumbuhan inklusif, menciptakan lapangan kerja (SDG 8), dan 
meningkatkan daya saing global melalui tuntutan kualitas dan integritas rantai nilai yang 
efisien (SDG 12). Secara sosial, instrumen ZISWAF berfungsi sebagai mekanisme 
pembiayaan yang kuat dan memiliki karakteristik resiliensi untuk mengatasi kemiskinan 
dan ketimpangan (SDG 1 dan 10), didukung oleh pertumbuhan signifikan penghimpunan 
dana yang terus stabil. Secara lingkungan, tuntutan ṭayyib dan larangan fasād (seperti 
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termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah: 205) secara doktrinal mewajibkan industri halal 
mengadopsi praktik industri hijau, termasuk prinsip ekonomi sirkular. 

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat tiga implikasi kebijakan yang spesifik 
dan terukur. Pertama, bagi Pemerintah Indonesia melalui BPJPH: diperlukan penerbitan 
regulasi teknis yang mengintegrasikan indikator keberlanjutan lingkungan (emisi karbon, 
pengelolaan limbah) sebagai komponen wajib dalam persyaratan sertifikasi halal pada 
tahun 2026, selaras dengan komitmen NDC (Nationally Determined Contribution) 
Indonesia. Kedua, bagi BAZNAS dan lembaga ZISWAF: diperlukan adopsi sistem 
pelaporan dampak sosial yang terstandarisasi—seperti kerangka SROI (Social Return 
on Investment)—untuk mengukur secara kuantitatif kontribusi ZISWAF terhadap 
indikator SDG 1 dan SDG 10, sehingga akuntabilitas publik dapat ditingkatkan dan 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dapat diperkuat. Ketiga, bagi 
lembaga standardisasi internasional: Indonesia harus mengambil peran kepemimpinan 
aktif dalam forum OIC-SMIIC untuk mendorong adopsi standar Halal-Ṭayyib yang 
mencakup dimensi keberlanjutan lingkungan, sehingga sertifikasi halal dapat diakui 
sebagai ekuivalen dengan standar ESG global. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara 
akademis. Pertama, sebagai penelitian kualitatif berbasis SLR dan analisis doktrinal, 
penelitian ini tidak menghasilkan data primer yang dapat menguji secara kausal 
hubungan antara penerapan Maqāṣid Sharīʿah dan pencapaian indikator SDGs yang 
spesifik. Kedua, cakupan literatur yang dibatasi pada rentang tahun 2019–2025 dan 
hanya dalam Bahasa Indonesia dan Inggris mungkin melewatkan kontribusi penting dari 
literatur berbahasa Arab atau literatur yang diterbitkan di luar periode tersebut. Ketiga, 
pemetaan korelasi Maqāṣid–SDGs dalam Tabel 1, meskipun telah diperkuat dengan 
basis verifikasi empiris, masih bersifat indikatif dan memerlukan pengujian kuantitatif 
lebih lanjut untuk mengonfirmasi kekuatan dan arah kausalitasnya. 

Implementasi penuh standar Halal-Ṭayyib, yang didukung oleh tata kelola yang 
kuat dan adopsi teknologi digital, merupakan kunci untuk memaksimalkan kontribusi 
Ekonomi Halal dalam mencapai agenda keberlanjutan global pada tahun 2030. Untuk 
memperkuat basis empiris dari kerangka yang diusulkan dalam penelitian ini, penelitian 
lanjutan direkomendasikan untuk: (1) mengembangkan dan memvalidasi Maqāṣid 
Sharīʿah Index (MSI) yang spesifik untuk sektor halal non-keuangan melalui metode 
campuran (mixed methods); (2) melakukan studi komparatif lintas negara mengenai 
efektivitas berbagai model tata kelola ZISWAF terhadap pencapaian SDG 1 dan SDG 
10 yang terukur; (3) meneliti secara empiris dampak adopsi teknologi blockchain dalam 
rantai pasok halal terhadap kepercayaan konsumen dan pengurangan risiko 
ketidakpatuhan syariah; dan (4) mengeksplorasi model integrasi ekosistem halal-
ZISWAF yang dapat dioperasionalkan sebagai instrumen pembiayaan hijau (green 
finance) yang sesuai syariah, guna menjamin kesejahteraan dan kelestarian bagi 
generasi saat ini dan masa depan. 
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